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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puiji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Alalh SWT, atas limpahan rahmat
dan InayahNya, sehingga Tim Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah untuk
wilayah Pengadilan Agama Jakarta Pusat dapat melaksanakan tugas yang diamanatkan
oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dengan baik sesuai dengan rencana.
Tak lupa shalawat dan salam kami sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Laparan ini adalah rangkuman hasil pemeriksaan yang dilaksanakan berdasarkan
Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor W8-
A/2168/PS.01/11/2019, tanggal 11 November 2018, pemeriksaan mana dilaksanakan di
Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 12 sampai dengan 14 November 2019.
Dibuat dan disampalkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas cleh kami tim yang ditunjuk.

Format laporan ini dibuat dengan menguraikan temuan dalam bentuk kondisi atau
keadaan riil yang ditemukan di lapangan kemudian diuraikan pula pemecahan dalam
bentuk apa yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan yang berlaxu.

Kami sadar bahwa pemecahan atau apa yang seharusnya dilakukan sebagai yang
telah kami uraikan dalam laporan ini mungkin kurang tepat atau kurang sempurna dengan
Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarla, maka untuk itu kami secara terbuka
menerima perbaikan dan penyempurnaan demi perbaikan lembaga peradilan ke depan.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 November 2019
Ketua T|

Drs. H. Musfizal Musa, S.H., M.H.
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BAB |
PENDAHULUAN

A.Dasar Pelaksanaan Pengawasan

1.
2.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentdng Kekuasaan Kehakiman;
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 5 Tahun 2019, tanggal 23
Januari 2019, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya;

_Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan

dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan Di Bawahnya, khususnya Pasal 10 ayat (1) huruf a jo Pasal
3 ayat (1) dan (2);

_Peraturan Mahkamah Agung Nemor 3 Tahun 2018, Tentang Administrasi

Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor KMA/Q80/SKNIII/2006

tanggal 24 Agustus 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di
Lingkungan Lembaga Peradilan;

_Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku Il (Edisi

Revisi tahun 2014);

. Buku IV Mahkamah Agung Rl Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;

. Juklak Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah

Agung RIl, Nomor 1294/DJA/MHK.00.8/SK/2018, Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018;

. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI,

Nomor 424/DJAHM.00/1/2018, tanggal 11 Februari 2019, tentang
Penerapan Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara Secara
Elektronik Pada Pengadilan Agama;

10. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor W8-

T ——"
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A/181/PS.01M1/2019, tanggal 2 Januari 2019, Tentang Penunjukkan Tim
Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah Di Ligkungan Pengadilan
Tinggi Agama DKI Jakarta;

11,  Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Nomor: W9-
AJ2168/PS.01/10/2018, tanggal 11 November 2019, Tentang Penugasan
Hakim Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan Pengadilan Tinggi

Agama DKI Jakarta;

: B. Ruang Lingkup Pengawasan
! 1. Manajemen Peradilan;
2. Administrasi Perkara;
3. Administrasi Persidangan;,
4, Administrasi Umum;
a. Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana
b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
c. Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan

Pelayanan Publik

SIPP Mahkamah Agung

E-Court Mahkamah Agung

Web Site satker

. E-Register (Register Perkara Elektronik)
10. E-Keuangan (Keuangan Perkara Elektronik)

© ® N oo

C. Tujuan Pengawasan

1. Untuk memantau pelaksanaan Manajemen Peradilan secara baik dan
benar;

2 Untuk melakukan kontroling terhadap kelancaran, kecepatan dan
ketepatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Peradilan, sehingga
apabila ada ketidaksesuaian atau ada indikasi penyimpangan

secepatnya dilakukan pelurusan dengan cara preventif;
e e e
Laporzn Hasil Pengawasan dan Pemtinaan Pengadilan Agama Jakarta Pusat-2015(2) 2




3. Memberikan masukan berupa temuan-temuan fakta, permasalahan-
permasalahan yang terdapat di lapangan, memberikan pertimbangan
dan rekomendasi kepada atasan sebagai bahan untuk menindaklanjuti
temuan-temuan tersebut, agar mendapatkan hasil yang baik sesuai

) aturan yang ada;

D. Metodologi Pengawasan

1. Memeriksa yang terkait dengan Manajemen Peradilan;
5 Melakukan pemeriksaaan teknis administratif berkas perkara terhadap

. perkara-perkara yang telah diputus;

' 3. Memeriksa e-register, e-jurnal, e-keuangan perkara, minutasi perkara,
keuangan perkara serta e-laporan perkara, Pengelolaan PNBF, dan lain-
lain: dengan cara mengamati apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan
buku pedoman pelaksanaan tugas dan Buku Bindalmin (Buku Il MA-R! Edisi
Revisi), Peraturan Mahkamah Agung Nomar 3 Tahun 2018, Tentang
Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, Juklak Keputusan Direktur
Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Nomor
1284/DJA/HK.00.6/SK/2018, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2018, dan Surat Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Agama  Mahkamah  Agung RI,  Nomor
424/DJA/HM.00/1/2018, tanggal 11 Februari 2019, Tentang Penerapan

Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara secara elektronik

Pada Pengadilan Agama;

4. \Wawancara dengan beberapa pejabat dan staf yang berkaitan dengan
pelaksanaan tugas;

. Waktu Pelaksanaan

Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta, Nomor
WO-A/2168/PS.01/11/2018, tanggal 11 November 2018, pengawasan dan
pembinaan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat dilaksanakan selama 3 (tiga)
hari), terhitung mulai tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 November 2019
oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Daerah dengan dibantu oleh 1

———— T e
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(satu) orang Sekretaris

1. Nama :
NIP
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Tugas
Unit Kerja

.i 2. Nama
| NIP
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Tugas
Unit Kerja

. Nama
NIP
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Tugas
Unit Kerja

. Nama
NIP

Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan/Tugas

Unit Kerja

dan 1 (satu) orang Asisten, sebagai berikut:;
Drs. H. Musfizal Musa, S.H., MH.

- 19560819 198303 1 002

Pembina Utama (I\V/e)

- Hakim Utama (Ketua Tim)
: Pengadilan Tinggi Agama DRKI Jakaria

: Sulhan, S.H.,, M.Hum.
+ 19500608 198703 1 007

Pembina Utama (IV/e)

: Hakim Utama (Anggota)
. Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

- H. Bangbang Sri Pancala, S.H., Sp.I., M.H.
- 19660505 199403 1 006

Pembina (IV/a)

- Panitera Pengganti (Sekretaris)
: Pengadilan Tinggi Agama DK! Jakarta

+ Yulita Fitri Hartaty, S.E.
- 19830722 200904 2 007

Penata (I1l/c)

- Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran

(Asisten)

: Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

e ————
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| ' BAB I
| TEMUAN PENGAWASAN

A. MANAJEMEN PERADILAN.

Kondisi:

SK Hawasbid untuk tahun 2019 sudzh dibuat dan Hakim Pengawas
Bidang sudah melaksanakan tugasnya setiap 3 bulan sekali, namun belum
ada Surat Perintah kepada Hawasbid setiap akan melaksanakan tugas
pengawasan;

Kriteria:

Seharusnya setiap Hawasbid akan melaksanakan tugas pengawasan di
dasarkan Surat Perintah;

Sebab:

Transisi penggantian pimpinan lama ke pimpinan baru;

Akibatnya:

Manajemen peradilan tidak berjalan dengan baik dan benar;

Kondisi:

Laporan hasil pengawasan pertama Hawasbid bulan Januari 2019 s/d
bulan Maret 2019 tidak di ketemukan laporan hasil pengawasan (LHP)
nya;

Kriteria:

Seharusnya setiap selesai Hawasbid melaksanakan tugas pengawasan
melaporkan ke pimpinan dalam bentuk LHP;

Sebab:

Hawasbid kurang mengontrol hasil pelaksanaan pengawasan;,

Akibatnya:

Manajemen peradilan tidak berjalan dengan baik dan benar;,
Rekomendasi:

Agar Haswashbid setelah selesai melaksanakan tugas pengawasan segera
membuat LHP yang diserahkan kepada pimpinan;,

Lapzran Hasil Pengawasan dan Pembinaan Pengadilan Agama Jakarta Pusat-2019{2) 5




Kondisi:
Laporan hasil pengawasan kedua Hawasbid bulan April 2019 s/d hulan
Juni 2019 telah dibuat laporan hasil pengawasan (LHP) namun belum di
jilid rapi;
\ Kriteria:

Seharusnya setiap selesai Hawasbid melaksanakan tugas pengawasan
melaparkan ke pimpinan dalam bentuk LHP dan sudah di jilid rapi;

a Sebab:

{ Hawasbid kurang mengontrol hasil pelaksanaan pengawasan;
Akibatnya:
Manajemen peradilan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Agar Haswasbid setelah selesai melaksanakan tugas pengawasan segera

membuat LHP dan menijilid untuk diserahkan kepada pimpinan;

B. BIDANG ADMINISTRASI PERKARA
1. Pola Laporan Perkara

Laporan Perkara Yang Dimohonkan Banding (L1-PA2)

Kondisi:

Ditemukan ada 1 (satu) perkara putus yang digjukan 2 (dua) Kali oleh

Pemohon Banding | dan Pemohon Banding Il yaitu:

« Nomer 687/Pdt.G/2019/PAJP, putus di tingkat pertama tanggal © Oktcber
2019, pengajuan banding tanggal 11 Oktober dan tanggal 23 Oktober
2019;

Berkas banding tersebut sampai dengan saat ini belum dikirim ke
Pengadilan Tinggi Agama DKl Jakarta dengan alasan akan dikirim
bersamaan dengan berkas Pembanding Il.

Kriteria:

Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

halaman 7 poin 13 jo pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

ey
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(Dalam waktu satu bulan sejak permohonan banding diajukan berkas perkara
banding sudah dikirim ke PTA).
Sebab:
Menunggu /nzaage, atau menunggu Memori Banding.
} ' Akibat:
| Tidak sesuai dengan Buku Il Pedoman Pelaksaaan Tugas dan Administrasi

Pengadilan.

3 Rekomendasi:
Seharusnya sesuai dengan Buku |l Pedoman Pelaksaaan Tugas dan
Administrasi Pengadilan, bahwa dalam waktu satu bulan sejak permohonan
banding diajukan, berkas perkara banding harus sudah dikirim ke PTA DKI
Jakarta.
2. E-REGISTER PERKARA
- Pola Register Perkara
> Bahwa, mulai perkara Nomor 392/Pdt.G/2019/PA.JP yang terdaftar
tanggal 7 Maret 2019 dan nomor perkara seterusnya sampai dilakukan
pemeriksaan, semua perkara berikut register sudah menggunakan
pencatatan elektronik;
> Bahwa, register-register manual yang berlaku di Pengadilan Agama
Jakarta Pusat sudah tidak diberlakukan lagi dan mulai bulan Maret 2019
seluruh register yang berlaku sudah dialihkan ke register elektronik;
3. E-KEUANGAN PERKARA
- Pola Prosedur keuangan Perkara
a. Buku Jurnal-Jurnal Keuangan Perkara
- Bahwa sejak awal bulan Januari 2019 ini pencatatan mengen'ai
penerimaan dan pengeluaran biaya keuangan perkara sudah tidak lagi
menggunakan pencatatan manual karena dari Badilag sudah tidak lagi
mengirimkan buku-buku keuangan, maka sejak Januari 2018 sudah
menggunakan pencatatan secara elektronik, sesuai dengan surat
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA-RI  Nomor
424/DJAHM.00/11/2018, Tanggal 11 Februari 2019, tentang Penerapan
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Administrasi Register Perkara dan Keuangan Perkara secara elektronik

| pada Pengadilan Agama;

i b. Buku Induk Keuangan Perkara (KI-PAB)

- Bahwa untuk SK Panjar Biaya Perkara, Pengadilan Agama Jakarta

\ ; Pusat sudah mencantumkan biaya PNBP, sesuai dengan PP
Nomor 5 Tahun 2018: '

- Bahwa, Perkara Nomor 501/Pdt.G/2019/PA.JP dan nomor seterusnya

sudah berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 2018:

- Bahwa, mengenai tatacara penyetoran biaya PNBP ke Kas Negara
sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, tanggal 23 Januari 2019, Tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di
bawahnya;

f
i.
i

- Bahwa, uang sisa panjar biaya perkara diadministrasikan (dicatat) di
dalam buku bantu yang pencatatannya dilakukan secara elektonik,
bila dibutuhkan data tersebut bisa di print atau soft copy dengan
fermat pdf

- Bahwa Pengembalian Sisa Panjar di atas 6 (enam) bulan yang belum
diambil oleh para pihak berperkara sudah disetorkan ke Kas Negara,
sesual dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa, biaya perkara Isbat Nikah di Kantor Perwakilan Republik
Indonesia berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat
Nomor  WO-A1/904A/HK.05/11/2012, tanggal 9  Maret 2012,
menetapkan biaya perkara isbat nikah sejumlah Rp116.00000
(seratus enam belas ribu rupiah), sebagai biaya proses dan PNBP,
tanpa menyebut rinciannya, kemudian terbit surat Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Tanggal 8 Mei 2016,
Nomor 1132.a/DJA/KU.01/05/2018, perihal biaya perkara dan biaya
Operasional pada pelayanan terpadu, yang meliputi; biaya proses,

biaya pendaftaran, biaya redaksi dan meterai:
e
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- Bahwa, biaya Redaksi yang merupakan HHK dalam menu buku Induk
Penerimaan HHK dalam SIPP tidak bisa ditemukan perkara-perkara
belum putus, tetapi apabila perkara tersebut telah diputus maka baru bisa
ditemukan biaya redaksi dalam menu buku Induk Keuangan dalam SIPP;

| i C. BIDANG ADMINISTRASI PERSIDANGAN

1. Nomor Perkara 1350/Pdt.G/2019/PA.JP
1.1. Kondisi:

BAS (Berita Acara Sidang) tidak ditandatangani oleh Panitera Pengganti.

* Kriteria:

BAS (Berita Acara Sidang) ditandatangani oleh Ketua Maijelis dan
Panitera Péngganti.
- Sebab:
BAS (Berita Acara Sidang) tidak ditandatangani oleh Panitera Pengganti.
Akibat :BAS (Berita Acara Sidang) tidak lengkap.

- Rekomendasi:
Sebaiknya dicek dulu BAS nya.

1.2. Kondisi:

BAS (Berita Acara Sidang) Sidang pertama dibuat 2 (dua) kali.

- BAS yang pertama : Sidang Dilakukan pada hari Senin tanggal 9
September 2019 dan sidang ditunda pada hari Senin tanggal 16
September 2019;

- BAS yang kedua : Sidang Dilakukan pada hari Senin tanggal 9
September 2019 dan sidang ditunda pada hari Senin tanggal 23
September 2019;

Sebab:

Ada 2 (dua) BAS (Berita Acara Sidang) pertama,

Akibat:

sidang ditunda pada hari Senin tanggal 23 September 2019;
Rekomendasi:

Sebaiknya dicek dulu BAS nya.

B e e —
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1.3. Kondisi:

Putusan tidak ditandatangani oleh anggeta majelis (Dr. H. Jarkasih, M.H.)
! Kriteria :

Putusan harus ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Para Hakim
} Anggota serta Panitera Pengganti;
Sebab :
Putusan tidak lengkap ditandatangani,
Akibat

Putusan tidak melaksanakan administrasi peradilan sebagaimana

mestinya;
Rekomendasi :
Sebelum perkara diarsipkan harus dicek dulu apakah sudah lengkap
segala sesuatunya.
2. Nomor Perkara 1336/Pdt.G/2019/PA.JP
2.1 Kondisi :
Relaas panggilan tidak ada sah coret.
Kriteria:
Relaas panggilan harus jelas (harus ada sah coret).
Sebab :
Tidak lengkapnya relaas panggilan dan tidak telitinya JSP.
Akibat:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar.
Rekomendasi:
Harus diingatkan kepada JSP (Juru Sita Pengganti) dibuat relaas
panggilan secara tepat dan benar.

2.2.Kondisi:
BAS (Berita Acara Sidang) hari Kamis tanggal 19 September 2019
ditunda pada hari ................. $BRGEE] .. e pukul 08.00 WIB.
Kriteria:

BAS (Berita Acara Sidang) harus lengkap ditunda hari Kamis tanggal 26
September 2019.
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| Sebab:
|‘ BAS (Berita Acara Sidang) tidak lengkap ditunda hari apa dan tanggal
;.' berapa.
| i Akibat:
BAS (Berita Acara Sidang) yang salan.
Rekomendasi:
Seharusnya dibaca ulang oleh KM (Ketua Maijelis) dan PP (Panitera
Pengganti) baru ditandatangani.
2.3 Kondisi:
Ada ruang yang kosong dalam BAS (Berita Acara Sidang) tanggal 16
September 2019, setengah lembar tidak ada isinya.
Kriteria:

BAS (Berita Acara Sidang) harus rapi dan lengkap.
Sebab:
Terjadi BAS (Berita Acara Sidang) yang tidak rapi.
Akibat:
BAS (Berita Acara Sidang) tidak lengkap dan jelas.
Rekomendasi:
Seharusnya diingatkan kepada PP (Panitera Penggant)) BAS (Berita
Acara Sidang) yang lengkap dan rapi (lihat Buku ).
3. Nomor Perkara 1464/Pdt.GI2019/PA.JP
3.1.Kondisi:
Relaas panggilan tertanggal 23 September 2019 (yang dibuat oleh JS
Budi Sukirno) untuk sidang tanggal 25 September 2018, menyalahi
aturan, sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja tenggang waktu antara
pemanggilan pinak berperkara dengan hari sidang.
Kriteria:
Relaas panggilan harus disampaikan paling sedikit 3 (tiga) hari kerja
sebelum hari sidang.
Sebab:

“Namun Majelis menyatakan: ......dan tidak ternyata ketidak hadiran

—— e e
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Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan halzngan yang sah
menurut hukum’.

Akibat :

BAS (Berita Acara Sidang) yang tidak sah.

Rekomendasi:

Seharusnya KM (Ketua Majelis) membacakan tanggal pemanggilan dan
tanggal sidang.
3.2.Kondisi:
Relaas panggilan tanggal 30 September 2019 untuk sidang tanggal 2
Oktober 2018 tidak memenuhi jarak waktu saat memanggil para pihak

maupun hari sidang.
Kriteria:
Tenggang wakiu antara panggilan para pihak dengan hari sidang
minimal 3 (tiga) hari kerja. (Buku |l halaman 27).
Sebab:
Majelis Hakim tidak memperhatikan jarak waktu untuk memanggil para
pihak dengan hari sidang.
Akibat:
Terjadilah persidangan yang tidak menentukan jarak wakiu antara
memanggil para pihak dengan hari sidang.
Rekomendasi:
Perhatikan jarak waktu itu.
4. Nomor Perkara 1327/Pdt.G/2019/PA.JP
4.1.Kondisi:
Bukti tertulis Penggugat yang diserahkan ke Majelis Hakim tidak diparaf.
Kriteria:
KM (Ketua Majslis) talah menetapkan: "Bukti tertulis Penggugat sesuai
dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, kemudian KM
memberi tanda serta membubuhkan paraf.”
Sebab:

Kekurang hati-hatian Majelis terhadap bukti tertulis.
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Akibat:
Terjadi seperti didalam kendisi di atas, bukti tertulis tidak diparaf.
Rekaomendasi :
Hati-hatilah terhadap bukti tertulis yang diajukan.

4.2 Kondisi:
Dalam Relaas Pemberitahuan Isi Putusan, sebagian amarnya berbunyi:
‘Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumliah
Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah).” Sementara dalam Putusan
perkara tersebut berbunyi: “Membebankan kepada Peanggugat unfuk
membayar biaya perkara sejumiah Rp591.000,00 (lima ratus sembilan
puluh satu rbu rupiah).”
Kriteria:
Amar dalam Relaas Pemberitahuan Isi Putusan harus sama dengan
amar dalam Putusan perkara tersebut.
Sebab:
JSP (Juru Sita Pengganti) PA Jakarta Utara telah salah mengutip amar
putusan tersebut.
Akibat :
Terjadilah kesalahan tersebut.
Rekomendasi:
Seharusnya PA Jakarta Pusat berkomunikasi dulu dengan PA Jakarta
Utara.

5. Nomor Perkara 1356/Pdt.G/2019/PA.JS.
5.1.Kondisi:

Relas panggilan Penggugat dan Tergugat untuk sidang pertama ada
tanda tangan M. Gunawan (bukan para pihak), dan ada tandatangan
penerima dari pihak Kelurahan;

Kriteria:

Jurusita Pengganti dalam melakukan pemanggilan harus ke tempat
kediaman Penggugat dan/atau Tergugat, jika tidak bertemu maka relas
Panggilan disampaikan kepada kelurahan setempat;
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Sebab:
Jurusita Pengganti kurang memahami teknis dan cara melakukan
pemanggilan sebagaimana yang di tentukan oleh Pasal 380 HIR;
Akibatnya: :

\ Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi: )
Agar jurusita pengganti dalam melaksanakan tugas pemanggilan harus
memperhatikan Pasal 380 HIR, Pasal 27 dan 29 Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 1975;

5.2 Kondisi:

Dalam Berlta Acara Sidang pertama halaman 2 tanggal panggilan
pertama Tergugat tertulis 8 September 2019;

Kriteria:

Dalam Berita Acara Sidang halaman 2 tersebut seharusnya di tulis
tanggal 5 September 2018,

Sebab:

Ketua majelis dan Panitera Pengganti kurang teliti dan cermat dalam
membuat berita acara sidang;

Akibatnya:

Adminstrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:

Agar tanggal dalam Berita Acara Sidang halaman 2 tersebut di ganti
sesuai dengan tanggal pemanggilannya;

5.3.Kondisi:

Sidang kedua tanggal 18 September 2019 panggilan tidak patut;

Kriteria:

Seharusnya jurusita pengganti dalam melakukan pemanggilan kepada
Tergugat untuk sidang tanggal 18 Sepetember 2019 sekurang-kurangnya

dilaksanakan pada tanggal 12 September 2019, dan bukan tanggal 13
September 2019:

e
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Sebab:
Jurusita pengganti kurang memahami perintah Ketua Majelis
sebagaimana yang tercantum dalam Penetapan Hari Sidang;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi: )
Agar Jurusita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan harus
mengindahkan dan sesuai dengan perintah ketua majelis, dan supaya
PHS sesuai dengan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan
aturan khusus dalam perkara parceraian:
5.4 Kondisi:
Bukti P1 dan P2 terdapat kalimat telah dicocokan dengan aslinya, tanpa
ada keterangan “dan ternyata cocok”; '
Kriteria:
Keterangan pencocokan fotokopi bukti surat dalam Berita Acara Sidang
haruslah ada keterangan sesuai dengan aslinya sebagaimana dengan
keterangan Ketua Majelis yang terdapat dalam fotokopi bukti surat;
Sebab:
Ketua Majelis dan Panitera Pengganti kurang cermat dan teliti dalam
membuat berita acara sidang;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Keterangan pencocokan fotokopi bukti surat derngan aslinya dalam berita
acara sidang harus sesuai dengan pasal 1888 KUHPerdata (harus ada
kalimat "dan ternyata cocok™) sehingga BAS harus di sempurnakan.
5.5.Kondisi:
Keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dalam berita acara
sidang belum menjangkau sebab pengetahuan saksi atas hal-hal yang di
terangkan, misalnya: Tergugat suka judi, dan lain-lain;
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Kriteria:

Segala keterangan saksi yang disampaikan di persidangan harus
menjangkau sebab-sebab pengetahuan saksi terhadap hal-hal yang
diterangkan;
Sebab:
Majelis kurang lengkap dalam memeriksa dan menggali keterangan -
saksi, serta panitera pengganti kurang cermat dalam menyusun dan
membuat berita acara sidang;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
Rekomendasi:
Agar majelis dalam memeriksa saksi memperhatikan dan berpedcman
pada pasal 171 HIR;

5.6.Kondisi:
Dalam pertimbangan hukum mengenai kebohongan besar (de groten
langen) majelis tidak mencantumkan dasar hukumnya;
Kriteria:
Seharusnya majelis dalam pertimbangan hukumnya mencantumkan
dasar hukum sebagai landasannya, misalnya: Yurisprudensi 863
K/Pdt/1990 tanggal 28 November 1991;
Sebab:
Majelis kurang cermat dan lengkap dalam mencantumkan dasar hukum
pertimbangannya;
Akibatnya:
Teknis yustisial tidak berjalan dengan baik dan sempurna;
Rekomendasi:
Agar setiap pertimbangan dicantumkan dasar hukumnya sesuai dengan
amanat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1988 jo Pasal 50
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009;
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6. Nomor Perkara 1398/Pdt.G/2019/PA.JP
6.1.Kondisi:

Tanggal Penetapan Hari Sidang sama dengan tanggal Penetapan Majelis
Hakim, yaitu tanggal 9 September 2018;
Kriteria:
Seharusnya antara tanggal PHS dengan tanggal PMH adalah jeda waktu, -
walaupun hanya 1 hari, sebab jika tanggal PHS sama dengan tanggal PMH
terkesan majelis tidak membaca berkas dan tidak bermusyawarah untuk
menentukan hari dan tanggal sidang dalam PHS;
Sebab:
Ketua majelis tidak cermat dalam menetapkan hari sidang (PHS);
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Agar Ketua majelis dalam menetapkan hari sidang (PHS) mengindahkan dan
berpedoman dengan buku Il halaman 26 huruf ¢. Penetapan Hari Sidang.
6.2.Kondisi:
Tanggal pemanggilan pihak berperkara, yaitu tanggal 11 September 2019
dengan tanggal sidang 18 September 2019 tidak sesuai dengan PHS yaitu 3
hari kerja;
Kriteria:

Seharusnya jurusita pengganti dalam melakukan pemanggilan sesuai dengan
perintah ketua majelis dan PHS, yaitu 3 hari kerja;

Sebab:

Jurusita pengganti kurang cermat dalam melaksanakan tugas pemanggilan;
Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:

Agar Jurusita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan harus
mengindahkan dan sesuai dengan perintah ketua majelis, dan supaya PHS

e
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6. Nomor Perkara 1398/Pdt.G/2019/PA.JP
6.1.Kondisi:
Tanggal Penetapan Hari Sidang sama dengan tanggal Penetapan Majelis
Hakim, yaitu tanggal 9 September 2018;
Kriteria:
Seharusnya antara tanggal PHS dengan tanggal PMH adalah jeda waktu, _
walaupun hanya 1 hari, sebab jika tanggal PHS sama dengan tanggal PMH
terkesan majelis tidak membaca berkas dan tidak bermusyawarah untuk
menentukan hari dan tanggal sidang dalam PHS;
Sebab:
Ketua majelis tidak cermat dalam menetapkan hari sidang (PHS);
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Agar Ketua majelis dalam menetapkan hari sidang (PHS) mengindahkan dan
berpedoman dengan buku Il halaman 26 huruf ¢. Penetapan Hari Sidang.
6.2.Kondisi:
Tanggal pemanggilan pihak berperkara, yaitu tanggal 11 September 2019
dengan tanggal sidang 16 September 2019 tidak sesuai dengan PHS yaitu 3
hari kerja;
Kriteria:

Seharusnya jurusita pengganti dalam melakukan pemanggilan sesuai dengan
perintah ketua majelis dan PHS, yaitu 3 hari kerja;

Sebab:

Jurusita pengganti kurang cermat dalam melaksanakan tugas pemanggilan;
Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:

Agar Jurusita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan harus
mengindahkan dan sesuai dengan perintah ketua majelis, dan supaya PHS
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sesuai dengan Pasal 26 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan aturan
khusus dalam perkara perceraian:

6.3.Kondisi:
Berita Acara Sidang tanggal 23 September 2019 belum ditandatangani oleh
Panitera Pengganti:
Kriteria:
Seharusnya setelah berita acara sidang selesai dikerjakan, Panitera
Pengganti segera membubuhkan tandatangan pada BAS tersebut sebagai
bentuk asas akuntabilitas;
Sebab:
Panitera Pengganti tidak cermat dan teliti dalam menyusun dan membuat
berita acara sidang;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar,
Rekomendasi:
Agar Panitera Pengganti segera membubuhkan tandatangan dalam berita
acara sidang yang telah selesai dikerjakan sesuai dengan Pasal 62 ayat (3)
Undang-Undang Nemor 7 Tahun 1989,

6.4 Kondisi:

Keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat dalam berita acara sidang
tidak menjangkau sebab-sebab pengetahuan saksi mengenai hal-hal yang
diterangkan;

Kriteria:

Keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat harus menjangkau sebab-
sebab pengetahuan saksi mengenai hal-hal yang diterangkan;

Sebab:

Majelis dan panitera pengganti kurang cermat dan teliti dalam memeriksa
dan menyusun keterangan saksi dalam berita acara sidang;

Akibatnya:

_Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
e
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Rekomendasi:
Agar dalam memeriksa dan menyusun keterangan saksi dalam berita acara

sidang memperhatikan Pasal 171 HIR mengenai sebab-sebab pengetahuan
saksi terhadap hal-hal yang diterangkan;

6.5.Kondisi:
Majelis tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya
kepada saksi Penggugat:
Kriteria:
Majelis seharusnya memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya
kepada saksi Penggugat;
Sebab:
Majelis tidak cermat dan teliti dalam memberlakukan sama kepada para
pihak;
AKibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Agar majells memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk
bertanya kepada saksi Penggugat sesuai Pasal 150 HIR:

6.6.Kondisi:

Majelis tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan
bukti-bukti:

Kriteria:

Seharusnya memberi kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk
mengajukan bukti-bukti:

Sebab:

Maijelis kurang carmat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan bukti-bukti;
Akibatnya:

Administras| persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:

T
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Rekomendasi:
Agar dalam memeriksa dan menyusun keterangan saksi dalam berita acara

sidang memperhatikan Pasal 171 HIR mengenai sebab-sebab pengetahuan
saksi terhadap hal-hal yang diterangkan;

6.5.Kandisi:
Majelis tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya
kepada saksi Penggugat;
Kriteria:
Majelis seharusnya memberi kesempatan kepada Tergugat untuk bertanya
kepada saksi Penggugat;
Sebab:
Majelis tidak cermat dan teliti dalam memberlakukan sama kepada para
pihak;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
Rekomendasi:
Agar majelis memberikan kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk
bertanya kepada saksi Penggugat sesuai Pasal 150 HIR:

6.6.Kondisi:

Majelis tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan
bukti-bukti:

Kriteria:

Seharusnya memberi kesempatan yang sama kepada Tergugat untuk
mengajukan bukti-bukti:

Sebah:

Majelis kurang cermat dan teliti dalam melakukan pemeriksaan bukti-bukti:
Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
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Rekomendasi:
Agar majelis dalam melakukan pemeriksaan perkara memberikan hak dan
kesempatan yang sama kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengn
maksud Pasal 4 (1) UU No. 48 Tahun 2009;

6.7.Kondisi: _
Dalam Berita Acara Sidang tanggal 7 Oktober 2019 Ketua Majelis belum
tanda tangan di Berita Acara Sidang;
Kriteria:

Seharusnya setelah berita acara sidang selesai dan telah diminutasi Ketua
Majelis telah menandatangani berita acara sidang;

Sebab:

Ketua Majelis kurang cermat dan teliti dalam mengoreksi kelengkapan
berkas perkara;

Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:

Agar Ketua majelis segera membubuhkan tandatangan pada berita acara
sidang yang sudah selesai diminutasi sebagai bentuk pertanggungjawaban
sesuai Pasal 62 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1988:

6.8.Kondisi:

Meterai putusan belum diberi tanggal, bulan dan tahun oleh Ketua Majelis:
Kriteria:
Meterai dalam putusan harus diberi tanggal, bulan dan tahun bersamaan

Ketua Majelis tandatangan putusan;
Sebab:

Ketua Majelis kurang cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas pokoknya;
Akibatnya:

Teknis yustisial tidak berjalan sesuai dengan ketentuan.
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Rekomendasi:
Agar Ketua Majelis ketika membubuhkan tandatangan dalam putusan
sekaligus memberi tanggal, bulan dan tahun pada meterai sesuai dengan
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985:
7. Nomor Perkara 1359/Pdt.G/2019/PA.JP
: 7.1.Kondisi:
Tanggal pembuatan PHS (Penetapan Hari Sidang) sama dengan tanggal
PMH (Penetapan Majelis Hakim), yaitu tanggal 4 September 201 9;
Kriteria:
Seharusnya tanggal pembuatan PHS dengan tanggal pembuatan PMH tidak
sama, harus ada tenggat waktu walaupun hanya sehari:
Sebab:
Ketua majelis kurang cermat dan teliti dalam menetapkan hari sidang;
Akibatnya:
Adminstrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
Rekomendasi:
Agar Ketua majelis dalam menetapkan hari sidang harus memperhatikan
dan berpedoman pada buku Il halaman 28, huruf C. Penetapan Hari Sidang;

7.2.Kondisi:

Relas panggilan Tergugat tanggal 13 September 2019 untuk sidang tanggal
18 September 2019 tidak patut sebab kurang dari 3 hari kerja sesuai dengan
PHS;

Kriteria:

Seharusnya jurusita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan kepada
Tergugat berpedoman pada PHS, yaitu 3 hari kerja;
Sebab:

Jurusita pengganti tidak cermat dan teliti dalam melaksanakan tugas
Pemanggilan;

e e e e
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Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:

Agar jurusita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan berpedoman
pada PHS, juga seﬁarusnya berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 1975 yang merupakan aturan khusus:
7.3. Kondisi: r

Majelis tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk bertanya
kepada saksi:
Kriteria:
Seharusnya majelis memberi kesempatan kepada Penggugat untuk
bertanya kepada saksi, dan pemberian kesempatan tersebut harus
tercantum dalam Berita Acara Sidang;
Sebab:
Majelis kurang cermat dan teliti dalam melaksanakan pemeriksaan saksi;
Akibatnya:
Adminstrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Agar majelis dalam memeriksa saksi memberi kesempatan kepada pihak
untuk bertanya kepada saksi sesuai Pasal 150 HIR;

7.4.Kondisi:

Keterangan saksi dalam putusan halaman 7 tidak sesuai dengan keterangan

saksi yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang keterangannya
bersifat festimonium de auditu;
Kriteria;

Seharusnya keterangan saksi dalam putusan sesuai dengan Keterangan
saksi dalam Berita Acara Sidang;
Sebah:

Majelis kurang cermat dan teliti dalam menyusun dan membuat putusan

Yang seharusnya sesuai dengan keterangan saksi yang tercantum dalam
Berita Acara Sidang;
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| J Akibatnya:

| Teknis yustisial kurang berjalan dengan baik dan benar;

Rekomendasi:

Agar majelis dalam menyusun dan membuat putusan berpedoman pada

fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang tercantum dalam
Berita Acara Sidang;

8. Nomor Perkara 1468/Pdt.P/2019/PA.JP
8.1.Kondisi:
Tanggal pembuatan PHS sama dengan tanggal PMH, yaitu tanggal 10
September 2019;
Kriteria:
Seharusnya tanggal pembuatan PHS dengan tanggal pembuatan PMH tidak
sama, harus ada tenggat waktu walaupun hanya sehari;
Sebab:
Ketua majelis kurang carmat dan teliti dalam menetapkan hari sidang;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Agar Ketua majelis dalam menetapkan hari sidang harus memperhatikan
dan berpedoman pada buku Il halaman 26, huruf C. Penetapan Hari Sidang;
8.2.Kondisi:
Berita Acara Sidang kedua tertulis perkara PENETAPAN AHLI WARIS;
Kriteria:
Berita Acara Sidang kedua tersebut seharusnya tertulis perkara
DISPENSASI KAWIN:
Sebab:
Majelis dan panitera pengganti kurang cermat dan teliti dalam mengoreksi
putusan.
Akibatnya:

Adminstrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
e
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Rekomendasi:
Agar majelis dan panitera pengganti lebih cermat dan teliti lagi dalam
mengoreksi putusan sebelum ditandatangani;

8.3.Kondisi:

Penulisan bukti P.2 s.;‘d P.7 dalam BAS tidak ada kalimat “sesuai atau cocok
dengan aslinya, sedangkan dalam bukfi P2 sfd P.7 ketua majelis
membubuhkan keterangan “sesuai/cocok dengan aslinya”;
Kriteria:
Seharusnya penulisan bukti surat dalam BAS mencantumkan kalimat
“sesuai/cocok” dengan aslinya sebab kekuatan bukti surat terletak pada
aslinya;
Sebab:
Ketua majelis dan panitera pengganti kurang cermat dan teliti dalam
menyusun BAS;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Agar penulisan bukti surat dalam BAS mencantumkan Kkalimat
“sesuai/cocok” dengan aslinya sesuai maksud Pasal 1888 KUHPerdta Jo
Pasal 301 RBg.

9. Nomor Perkara 1468/Pdt.G/2019/PA.JP

9.1.Kondisi:

Penetapan Hari Sidang (PHS) tiak diketemukan dalam berkas.

Kriteria:

Seharusnya sebelum majelis melaksanakan persidangan, ketua majelis

menetapkan hari sidang yang dituangkan dalam bentuk PHS;
Sebab:

Ketua majelis dan panitera pengganti kurang cemat dan teliti dalam
mengoreksi kelengkapan berkas perkara.
Akibatnya:

_ Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
e e
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Rekomendasi:

Agar setiap akan dilaksanakan persidangan, ketua majelis menetapkan hari
sidang yang dituangkan dalam bentuk PHS:

9.2.Kondisi:
Penulisan bukti P.1 s/d P.3 dalam BAS tidak ada kalimat "sesuai atau cocok
dengan aslinya, sedangkan dalam bukti P.1 s/d P.3 ketua majelis
membubuhkan keterangan “sesuai/cocok dengan aslinya”;

Kriteria:
Seharusnya penulisan bukti surat dalam BAS mencantumkan kalimat
“sesuaifcocok dengan aslinya sebab kekuatan bukti surat terletak pada
aslinya;
Sebab:
Ketua majelis dan panitera pengganti kurang cermat dan teliti dalam
menyusun BAS;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Agar penulisan bukti surat dalam BAS mencantumkan kalimat
"sesuaifcocok” dengan aslinya sesual maksud Pasal 1888 KUHPerdta Ja
Pasal 301 RBg.

9.3.Kondisi:

Keterangan saksi Penggugat dalam berita acara sidang tidak menjangkau
sebab-sebab pengetahuan saksi mengenai hal-hal yang diterangkan;
Kriteria:

Keterangan saksi Penggugat harus menjangkau sebab-sebab pengetahuan
saksi mengenai hal-ha yang diterangkan;

Sebah:

Majelis dan panitera pengganti kurang cermat dan teliti dalam memeriksa
dan menyusun keterangan saksi dalam berita acara sidang;

Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar;
B e e B e e s
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Rekomendasi:

Agar dalam memeriksa dan menyusun keterangan saksi dalam berita acara
sidang memperhatikan Pasal 171 HIR mengenai sebab-sebab pengetahuan
saksi terhadap hal-hal yang diterangkan;

10. Nomor Perkara 1406/Pdt.G/2019/PA.JP
10.1.Kondisi:

Tanggal pembuatan PHS sama dengan tanggal PMH, yaitu tanggal 2
September 2018;

Kriteria:

Seharusnya tanggal pembuatan PHS dengan tanggal pembuatan PMH
tidak sama, harus ada tenggat waktu walaupun hanya sehari;

Sebab:

Ketua majelis kurang cermat dan teliti dalam menetapkan hari sidang:
Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
Rekomendasi:

Agar Ketua majelis dalam menetapkan hari sidang harus memperhatikan

dan berpedoman pada buku Il halaman 26, huruf C. Penetapan Hari
Sidang;

10.2. Kondisi:

Relas panggilan kepada Penggugat tanggal 11 September 2013, dan
kepada Tergugat tanggal 12 September untuk sidang tanggal 17

September 2019 sehingga tidak memenuhi 3 hari kerja;
Kriteria:

Seharusnya jurusita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan sesuai

dengan perintah ketua majelis yang tercantum dalam PHS:
Sebab:

Jurusita Pengganti kurang cermat dan teliti dalam melaksanakan
Pemanggilan:
_“ —
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Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
Rekomendasi:
Agar jurusita pengganti dalam melaksanakan pemanggilan kepada para
pihak berpedomén kepada PHS, dan PHS seharusnya berpedoman pada
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor'9 Tahun 1875 yang merupakan
aturan khusus;
10.3.Kondisi:
Dalam putusan halaman 7 tertulis pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975, sedangkan dalam PHS tertulis 3 har| kerja sesuai Pasal 122
HIR;
Kriteria:
Seharusnya dalam perkara perceraian berpedoman pada Pasal 26 PP No.
8 Tahun 1975 yang merupakan aturan khusus;
Sebah:
Majelis kurang cermat dan teliti dalam membuat putusan;
Akibatnya:
Teknis yustisial tidak berjalan dengan baik dan benar;
Rekomendasi:
Agar Ketua majelis dalam menetapkan hari sidang perkara perceraian
berpedoman pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Momor @ Tahun 1975
yang merupakan aturan khusus;

11. Nomor Perkara 1057/Pdt.G/2019/PA.JP. (E-Court).
11.1.Kondisi:

Tanggal pembuatan PHS sama dengan tanggal PMH, yaitu tanggal 15
Juli 2019;

Kriteria:

Seharusnya tanggal pembuatan PHS dengan tanggal pembuatan PMH
tidak sama, harus ada tenggat waktu walaupun hanya sehari:

e S e
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Sebab:

Ketua majelis kurang cermat dan teliti dalam menetapkan hari sidang;
Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
Rekomendasi:

Agar Ketua majelis dalam menetapkan hari sidang harus memperhatikan

dan berpedoman pada buku Il halaman 26, huruf C. Penetapan Hari
Sidang;

11.2.Kondisi:
Dalam BAS (Berita Acara Sidang) halaman 4 tidak ada narasi mengenai
penyerahan macam-macam bukti surat, namun langsung daftar bukti surat
Pemohon, sehingga tidak tergambar bukti surat tersebut telah dicocokan
dengan aslinya;
Kriteria:
Setiap menyerahkan bukti surat harus tergambar dalam BAS (Berita Acara
Sidang) dan tergambar juga pencocokan dengan aslinya sesuai fakta
kejadian dipersidangan:
Sebab:
Ketua majelis dan panitera kurang cermat dan teliti dalam membuat BAS;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
Rekomendasi:
Agar panitera dalam membuat BAS sesuai dengan kejadian

dipersidangan, dan agar ketua majelis korektif terhadap BAS yang dibuat
Panitera;

11.3.Kondisi:

Keterangan saksi Penggugat dalam berita acara sidang tidak menjangkau
sebab-sebab pengetahuan saksi mengenai hal-hal yang diterangkan;

O e
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Sebab:

Ketua majelis kurang cermat dan teliti dalam menetapkan hari sidang;
Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
Rekomendasi:

-

Agar Ketua majelis dalam menetapkan hari sidang harus memperhatikan

dan berpedoman pada buku Il halaman 26, huruf C. Penetapan Hari
Sidang;

11.2.Kondisi:
Dalam BAS (Berita Acara Sidang) halaman 4 tidak ada narasi mengenai
penyerahan macam-macam bukti surat, namun langsung daftar bukti surat
Pemohon, sehingga tidak tergambar bukti surat tersebut telah dicocokan
dengan aslinya;
Kriteria:
Setiap menyerahkan bukti surat harus tergambar dalam BAS (Berita Acara
Sidang) dan tergambar juga pencocokan dengan aslinya sesuai fakta
kejadian dipersidangan;
Sebab:
Ketua majelis dan panitera kurang cermat dan teliti dalam membuat BAS;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
Rekomendasi:
Agar panitera dalam membuat BAS sesuai dengan kejadian

dipersidangan, dan agar ketua majelis korektif terhadap BAS yang dibuat
panitera:

11.3.Kondisi:

Keterangan saksi Penggugat dalam berita acara sidang tidak menjangkau
sebab-sebab pengetahuan saksi mengenai hal-hal yang diterangkan:
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Kriteria:
Keterangan  saksj Penggugat harus menjangkau  sebab-sebab
Pengetahuan saksi mengenai  hal-hal yang diterangkan, khususnya
mengenai pengusiran;
Sebah:
Majelis dan panitera pengganti I-:urang.cermai dan teliti dalam memeriksa
dan menyusun keterangan saksi dalam berita acara sidang;
Akibatnya:
Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
Rekomendasi:
Agar dalam memeriksa dan menyusun keterangan saksi dalam beritg
acara sidang memperhatikan Pasal 171 HIR mengenai sebab-sebab
pengetahuan saksi terhadap hal-hal yang diterangkan;

11.4Kondisi:
Dalam BAS halaman 13 tidak tercantum narasi bahwa bukti surat telah dj
cocokkan dengan aslinya:
Kriteria:
Seharusnya seliap penyerahan bukti surat harus ada kalimat telah
dicocokan dengan aslinya dan ternyata cocok:
Sebab:
Ketua majelis dan panitera kurang cermat dan teliti dalam mengoreksi
BAS;
Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
Rekomendasi:

Agar pembuatan BAS di susun dan dibuat dengan cermat dan benar
S€suai Pasal 1888 KUHPerdata Jo Pasal 301 RBg.

'11.5.i{ondisi:

Keterangan saksi Termohon dalam berita acara sidang tidak menjangkau
sebab-sebab Pengetahuan saksi mengenai hal-hal yang diterangkan:
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Kriteria:

Keterangan saksi harus menjangkau sebab-sebab pengetahuan saksi
mengenai hal-hal yang diterangkan, khususnya mengenai pertengkaran:
Sebab:

Majelis dan panfte'ra pengganti kurang cermat dan teliti dalam memeriksa
dan menyusun keterangan saksi dalam berita acara sidang;

Akibatnya:

Administrasi persidangan tidak berjalan dengan baik dan benar:
Rekomendasi:

Agar dalam memeriksa dan menyusun keterangan saksi dalam berita
acara sidang memperhatikan Pasal 171 HIR mengenai sebab-sebab
pengetahuan saksi terhadap hal-hal yang diterangkan;

11.6.Kondisi:
Meterai dalam putusan belum diberi tanggal, bulan dan tahun:
Kriteria:
Seharusnya meterai dalam putusan diberi tanggal, bulan dan meterai
bersamaan dengan penandatanganan putusan;
Sebab:
Ketua majelis kurang cermat dan teliti:
Akibatnya:
Teknis yustisial kurang berjalan dengan baik;
Rekomendasi:
Agar ketua majelis setiap menadatangani putusan sekaligus memberi
tanggal. bulan dan tahun dalam meterai sesuai Pasal 7 (5) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985:

11.7. Kondisi:
Keterangan saksi Termohon tidak dimuat dalam putusan, padahal di BAS
ada keterangan saksi Termehon atas nama Apriyan Prayogo dan Juriah B:
Kriteria:

Semestinya keterangan saksi dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

e
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Sebab:

Majelis kurang cermat dan teliti dan membuat putusan.

Akibatnya:

Teknis yustisial kurang berjalan dengan baik dan benar;

Rekomendasi: |

Agar majelis lebih cermat dan teliti dalam membuat putusan sehingga
putusan tidak kurang pertimbangan;

11.8.Kondisi:

Salah satu pertimbangan majelis dalam putusan mengenai nafkah jdaah,
mut'ah diputus oleh majelis ex officio padahal Termohon mengajukan
gugatan balik secara lisan;

Kriteria:

Seharusnya jika Termohon mengajukan gugatan balik secara lisan, maka
majelis mengkonstruksikan dalam bentuk kenvensi dan rekonvensi, sebab
penjatuhan ex officio itu tanpa ada gugatan dari Termohon.

Sebab:

Majelis kurang cermat dan teliti dalam mengkonstruksikan putusan;
Akibatnya:

Teknis yustisial tidak barjalan dengan baik dan benar;

Rekomendasi:

Agar majelis dalam mengadili dan menjatuhkan putusan memperhatikan
ketentuan:

12. Perkara yang lebih dari 5 (lima) bulan sejak diterima dan belum diputus
Kondisi:

Ditemukan ada 7 (tujuh) perkara lebih dari 5 (lima) bulan yaitu perkara
Nomor:

1. 10/Pdt.G/2019/PA JP, terdaftar 2 Januari 2019;

2. 544/Pdt.G/2018/PA JP, terdaftar 8 April 2019;

3. GB‘IIth.G;‘ZUw!PA,JP. terdaftar 26 April 2019;
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669/Pdt.G/2019/PA.JP, terdaftar 7 Mei 20189;
731/Pdt.G/2019/PA JP, terdaftar 22 Mei 201 9:
733/Pdt.G/2019/PA.JP, terdaftar 22 Mei 2019:
746/Pdt.G/2018/PA JP, terdaftar 27 Mei 2019:;
Kriteria:

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.
Sebab:

Adanya pihak yang berdomisili di luar yurisdiksi, juga ada pihak yang berada
di luar negeri.

Akibat:

Tidak tercapai dimaksud dari SEMA Nomor 2 Tahun 2014.
Rekomendasi:

R 4B

Sebaiknya semua perkara diselesaikan tidak lebih dari 5 (lima) bulan dan
apabila lebih dari 5 (lima) bulan dibuat laporan sesuai dengan SEMA Nomor
2 Tahun 2014,

D. Administrasi Umum
1. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana

* Data Pegawai pada Website

Kondisi:

Profil pegawai, struktur organisasi, statistik pegawai dan uraian tugas (job
description) pada website Pengadilan Agama Jakarta Pusat belum update

» pada profil hakim jumlah hakim yang ditampikan ada 12 orang
sedangkan pada struktur organisasi jumlah hakim 13 orang

pada profil kepaniteraan pegawai yang seharusnya sudah menjadi
jurusita tetapi masih tercantum jurusita pengganti

Pegawai yang sudah mutasi masih ada di struktur organisasi

statistik pegawai tidak sesuai dengan data pegawai

Uraian tugas (job description) pegawai baru belum ada

e
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Kriteria:

> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Fublik

» Matriks Penilaian Website dari Badilag
Sebab:

Kurangnya koordinasi antara bagian Kepegawaian dan Ortala dengan
bagian Perencanaan,T| dan Pelaporan.

Akibat:

Data yang ditampilkan tidak update dan dapat mempengaruhi hasil
penilaian website.

Rekomendasi:

Agar bagian Kepegawaian dan Orala selaly berkordinasi dengan
bagian Perencanaan Tl dan Pelaporan setiap ada perubahan data
Peégawai sehingga data yang ditampilkan di website dapat terupdate.

2. Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
2.1. Pengukuran Kinerja
Kondisi:

Pengukuran kinerja triwulan || dan 111 belum dibuat

Kriteria:

Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia namor 53 tahun 2014.

Sebab:

Kasubag Perencanaan, Tl dan Pelaporan masih kesulitan dalam
mengitung pengukuran kinerja.

Akibatnya:

Dapat menghambat penyusunan Laperan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP),

Rekomendasi:

Rumus untuk menghitung pengukuran kinerja terdapat pada Indikator
Kinerja Utama (IKU) dan setiap bulan koordinasikan dengan bagian
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kepaniteraan untuk mempermudah dalam penghitungan pengukuran
Kinerja.
2.2. Dokumen Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Dokumen SAKIP oleh PTA

DKI Jakarta_
Kondisi:

} Hasil evaluasi SAKIP tahun 2018 belum ditindaklanjuti
Kriteria:

> Peraturan pemerintah no 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

> Keputusan Menteri PAN nomor KEP/135/M.PAN/S/2004 tentang
Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah;

» Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
20A/SEK/SK/IVI2018 tanggal 13 April 2018 tentang Pedoman
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI
dan Badan Peradilan dibawahnya

Sebab:

Kurangnya koordinasi
Akibatnya:
Dalam penyusunan laporan LKJiP tahun 2019 akan terjadi kondisi

yang sama dengan laporan LKjIP tahun 2018 karena tidak ada tindak
lanjutnya.

Rekomendasi:

Agar dibuatkan dokumen tindak lajut untuk perbaikan dan peningkatan
hasil evaluasi SAKIP Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
2.3, Teknologi Informasi (TI)
Kondisi:
Masih ada data yang belum update
Kriteria:

> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Inforrmasi Publik

* Matriks Penilaian Website dari Badilag
Sebab:

Kurangnya koordinasi
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Akibatnya:

| Data yang ditampilkan tidak update dan dapat mempengaruhi hasil

[ penilaian website.
Rekomendasi:
Bagian-bagian terkait untuk Seégera memberikan data-data yang
dibutuhkan satiap bulannya atau setiap ada perubahan kepada Bagian
Perencanaan, Tl dan Pelaporan.

3. Sub Bagian Umum Dan Keuangan

3.1. Sertifikat Tanah

Kondisi:
Sertifikat tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah an,
Pemerintah RI C.q. Mahkamah Agung RI berdasarkan fotocopy vang
ada dan sudah dicek di badan pertanahan nasional. Namun untuk
keberadaan sertifikat tanah aslinya belum diketahui disimpan dimana.
Sedangkan untuk pengadaan tanah ini menggunakan anggaran
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Kriteria:
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /pmk.06/2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 246/pmk.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan
Barang Milik Negara,
Sebab:
Belum optimalnya monitoring/pengawasan terhadap pengelolaan
sertifikat tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Akibatnya:
Belum diketemukannya sertifikat tanah Pengadilan Agama Jakarta
Pusat yang asli.
Rekomendasi:
Segera ditindaklanjuti untuk mengetahui keberadaan sertifikat tanah
dimaksud, karena sertifikat tanah yang asli harus ada dan disimpan
pada kantor Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

--—'--—\—____
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3.2.Penghapusan Penggunaan BNMN
Kondisi :

Masih terdapat barang Inventaris dalam kondisi rusak berat yang
pemah di ajukan penghapusan tapi gagal lelang dalam penjualan tidak
ada penawaran sampai dengan selesai lelang.

-

Kriteria:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/Pmk.06/2016
tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan
Barang Milik Negara. BMN tidak dapat digunakan, tidak dimanfaatkan,
dan/atau tidak dipindahtangankan wajib dihapuskan.

Sebab:

Tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerhitkan
keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola

Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari
langgung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam
penguasaannya.

Akibat:

Masih terdapat barang yang rusak berat yang belum dihapuskan.
Rekomendasi:

Mengajukan kembali usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik
Negara yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelala Barang.

3.3.Penetapan Status Penggunaan BMN
Kondisi:

Masih terdapat barang inventaris yang belum diajukan penetapan status

penggunanya yang perolehannya sudah lebih dari 6 Bulan, Penetapan
status barang terakhir tahun 2015.

Kriteria:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/pmk.06/2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomar 248/pmk.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Penggunaan Barang Milik Negara. Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
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(1) Permechonan penetapan slatus Penggunaan BMN diajukan secara
tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengeiola Barang paling lama 6
(enam) bulan sejak BMN diperoleh.
Sebab:

. Masih dalam tahap menginventarisir dokumen

Akibat:

Barang yang masa perolehannya lebih dari 6 bulan belum ada
penetapan status penggunaan.

Rekomendasij:

Segera melakukan permchonan penetapan status penggunaan BMN
3.4.Pemotangan PPH 22

Kondisi:

Terdapat pembelian belanja barang Rp. 1.138.500 dikenakan PPh pasal
22

Kriteria:

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 tentang
perubahan ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-
S7/PJI2010 tentang tata caras dan prosedur pemungutan pajak
penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas
penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha
di bidang lain.

Sebab:

Ada temuan dari BPK yang menyatakan bahwa belanja barang diatas
Rp. 1.000.000 dikenakan PPh pasal 22,

Akibat:

Kelebihan pemungutan pajak

Rekomendasi:

Pembayaran yang dilakukan yang jumlahnya paling banyak Rp.
2.000.000 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang
terpecah-pecah dikecualikan dari pemungutan PPh pasal 22,

_“___
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E. Pelayanan Publik
PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
Kondisi:
Pelayanan Terpadu Saty Pintu (PTSP) sejak tanggal 18 Agustus 2018 sesuai
dengan Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor
W8 .AIMT7/KP.01.3/2018 telah menunjuk Tim Pengelolaan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (PTSP) sebanyak 7 (tujuh) meja; meja pertama Layanan Informagi
dan Pengaduan olzh Qodam Wicaksono, S.H., (Honorer), meja kedua
Layanan Pendaftaran Perkara oleh Ulinnuha Oktavian, S.H., (Honorer), meja
ketiga Layanan Pembayaran Biaya Perkara (Kasir) oleh Salsabila Tsany
Imis, (Honerer), meja keempat Layanan Surat Masuk oleh Syamsul Bahri,
(Honorer), meja keenam Layanan Upaya Hukum oleh Ahmad Irfan, S H.,
(Pegawai), dan meja ketujuh Layanan E-Court dan Gugatan Sederhana oleh
Muhammad lgbal Yunus, SH.I, M.H., (Pegawai). Dalam P ISP tersebut juga
terdapat Posbakum dan Bank BNI Syari’ah, serta semua Kebutuhan publik
sudah tersedia di area PTSP tersebut.
Kriteria:
Semua Pelayanan Publik harus dilakukan melalui satu Pintu (PTSP) sejak
PTSP aktif berjalan Para pihak tidak lagi harus bertemu dengan Pegawai
Pengadilan Agama Jakarta Pusat.
Sebab:
Sebelum adanya PTSP Publik dalam mengurus perkaranya banyak mermakan
wakiu seperti ke Bank yang jauh dari Kantor Pengadilan dan sebagainya.
Akibat:
Pelayanan Publik yang cepat, mudah dan biaya ringan tidak bisa terwujud dan
memakan waktu panjang.

Rekomendasi:

Hendaklah PTSP yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Jakarta Pusat

dipertahankan dan ditingkatkan terus pelayanannya oleh semua pihak.
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BAB I
PENUTUP

A. KESIMPULAN
1. Manajemen Peradilan

- Penyelenggaraan Manajemen Peradilan ;;ada umumnya sudah berjalan
dengan baik meskipun terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki, antara
lain: Hakim Pengawas bidang belum semua melaksanakan tugasnya,
hanya sebagian besar yang sudah melaksanakan dan melaporkan
kepada wakil ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat dan yang lainnya
belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya;

2. Administrasi Perkara

- Penyelenggaraan Administrasi Perkara pada umumnya sudah baik,
namun ada sebagian yang perlu diperbaiki/ditingkatkan, antara lain
sebagai berikut:
Perkara banding sudah melebihi satu bulan, berkas tersebut belum dikirim
ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (Pengadilan Tingkat Banding)
sebaiknya berpedoman kepada Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas
dan Adminsitrasi Pengadilan edisi revisi Tahun 2013 halaman 7 poin 13 jo
Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1847;

3. Administrasi Persidangan

- Penyelenggaraan Administrasi Perksidangan pada umumnya sudah

berjalan dengan baik meskipun terdapat kekurangan yang perlu diperbaiki,

antara lain sebagai berikut:

a. Ada sebagian Panitera Pengganti kurang teliti, kurang cermat dalam
pembuatan berita acara, kurang rapi dalam menyusun minutasi, antara
tanggal minutasi di berkas perkara dengan tanggal minutasi di SIPP

e
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,- tidak sinkron (tidak sama) dan Majelis Hakim kurang melakuan koreksi
pengetikan Putusan, BAS dan minutasi sebelum menandatanganinya.
b. Ketepatan waktuy pemeriksaan dan penyelesaian perkara masih ada
yang melebihi 5 bulan;

4. Eksaminasi Putusan:

- Bahwa pada umumnya putusan yang ada Pada Pengadilan Agama Jakarta
Pusat sudah baik, namun ada sebagian yang perlu ditingkatkan, antara |ain
sebagai berikut:

a. Masih ada putusan yang dikabulkan walaupun petitum dalam surat
gugatan tidak didukung aleh Posita, karena dalam mencermati surat
gugatan yang dibuat olsh para pihak, yaitu antara Petitum dengan Posita
harus saling mendukung (ada tuntutan dalam petitum harus didukung
dengan positanya);

b. Putusan yang sudah dibuat masih perlu dibaca ulang sebelum diucapkan
dalam sidang dan ditandatangani oleh majelis, kaena Ketua Maijelis dan
Hakim Anggota mempunyai tanggung jawab Penuh terhadap putusan
tersebut, selain ity masih ada yang perlu ditingkatkan terkait dengan
Putusan agar melihat kembali template putusan yang dibuat oleh Badilag,
dan mengenai bentuk/susunan penulisan dan format, agar mengikuti
format yang ada dalam formulir Badilag, dan melihat Buku Il Pedoman
Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan edisi revisi tahun 2014;

5. Administrasi Umum:

a. Pada bagian Kepegawaian pada Umumnya sudah baik, tinggal
ditingkatkan sistem pelayanan terhadap pegawai yang berada dj
lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

b. Pada bagian Umum dan Keuangan, masih adg kekurangan dan

kelemahan, antars lain:
- Masih terdapat barang inventaris yang belum diajukan penetapan status

Penggunanya yang perolehannya sudah lebih dari 8 bulan. Penetapan
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status barang terakhir tahun 2015;

- Sertifikat Tanah Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah atas nama
Pemerintah Rl ¢q Mahkamah Agung Rl berdasarkan fotokopi yang ada.
Namun uniuk keberadaan Sertifikat Tanah aslinya belum diketahui
disimpan dimana. Sedangkan untuk pengadaan tanah ini menggunakan
anggaran Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

c. Pada bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelapaoran;

Pada umumnya sudah baik dan ada sebagian masih kurang, antara lain:

- Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2019 Pejabat Pembuat Komitmen
Pengadilan Agama Jakarta Pusat tidak membuat Rencana Pelaksanaan
Kegiatan selama satu tahun anggaran sehingga dalam merealisasikan
anggaran yang tersedia tidak mempunyai pedoman dan jadwal untuk
melaksanakan kegiatan yang menjadi pricritas pada setiap bulannya.
Masih ada data yang belum divpdafe dan dapat mempengaruhi hasil
penilaian wehsite. Sehingga kepada bagian-bagian yang terkait untuk
segera memberikan data-data yang dibutuhkan setiap bulannya atau
setiap ada perubahan kepada Bagian Perencanaan, Tl dan Pelaporan.

6. Pelayanan Publik;

- Pelayanan Publik di Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada umumnya

sudah baik, sudah sesuai dengan standar APM Pengadilan Agama,
7. Implementasi SIPP;

a. Penggunaan aplikasi SIPP sebagian besar sudah berjalan dengan baik,
tetapi masih ada kelemahan dan kekurangan, yaitu Penggugat Aplikasi
(username) masih ada yang kurang konsisten dalam menginput data
setelah melaksanakan tugasnya, sehingga mengurangi kepatuhan dalam
implementasi SIPP;

b.Penggunaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)
sudahmaksimal dan sudah menggunakan versi paling baru (3.3.0.1) dan
mengakomadir Peraturan Pemerintah Nomor $ Tahun 2012, Tentang
PNBEP;

e e e
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¢. Pendaftaran E-court di Pengaidlan Agama Jakarta Pusat dilaksanakan
dimulai pada tahun 2019 ini sudah ada 116 gugatan terdaftar, 265
Parmohonan Terdaftar dab masih 0 gugatan sederhana terdaftar. Sistem
e-court belummenunjang kesamaanpembayaran panjar biaya perkara
dalam aplikasi dan admin harus sering berkoordinasi dengan administrator
Mahkamah Agung RI; )
d. Halaman muka Web Site Satker Pengadilan Agama Jakarta Pusat
terpampang; Menu Jadwal Sidang, SIPP, e-SKUM, SMS PERKARA,
PAJP Mobile, dan e-Court Mahkamah Agung, Menu (konten-konfen)

tersebut berada di depan/di muka bertujuan untuk memudahkan pencari
keadilan dan masyarakat yang membutuhkan, tinggal diakses (Klik)
langsung muncul sesuai dengan yang dibutuhkan:

e. Web Site Satker Pengadilan Agama Jakarta Pusat Menu (konten-
kontennya sudah baik yaitu sebagian besar sudah berjalan dengan baik,
tetpai masih ada kekurangan, yaitu menufkonten SOP Pelayanan Publik
yang belum terisi, dan SK SOP dari Panitera yang saat ini belum dibuat,
segera dibuat agar dasar untuk memasukkan konten SOP Pelayanan
Publik bisa dimasukkan oleh Admin;

f E-Keuangan Perkara sudah berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh
Dirjen Badilag sesuai dengan surat tertanggal 11 Februari 2019, Nomor
424/DJA/HM.00M1/2019, tentang Penerapan Administrasi Register Perkara
dan Keuangan Perkara secara Elektronik pada Pengadilan Agama, baik
dari buku induk keuangan perkara, jumnal-jurnal keuangan perkara dan
lain-lain dan untuk SK Panjar Biaya Perkara terkait dengan PNBF sudah
memakai Peraturan Pemerintah Moror 5 Tahun 2019;

g. Pengadilan Agama Jakarta Pusat telah mencantumkan biaya PNBP,
sesuai dengan Peraturan Pemrintah Nomor 5§ Tahun 2019 terkait dengan
biaya perkara dan masuk di SIPP versi terbaru lagi (3.3.0.1);

h. Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah melaksanakan tatacara
penystoran biaya PNBP ke Kas Negara sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Tanggal 23 Januari
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2019, Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang
berada di bawahnya;

i. Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah melaksanakan transparansi yaitu
uang sisa panjar biaya perkara diadministrasikan (dicatat) di dalam buku
baniu yang pencatatannya dilakukan secara elektronik, bila dibutuhkan
data tersebut bisa di print atau soft copy dengan format pdf, dan
Pengembalian Sisa Panjar di atas 6 (enam) bulan dan sudah diberitahukan
kepada para pihak untuk mengambilnya dan sisa panjar tersebut belum
diambil oleh para pihak berperkara, disetorkan ke Kas Negara, sesual
dengan peraturan yang berlaku;

j. E-Register pada Pengadilan Agama Jakarta Pusat sudah berjalan
sebagaimana surat Dirjen Badilag yaitu surat tertanggal 17 Februari 2019,
Nomor 424/DJAHM.00/11/2018, tentang Penerapan Administrasi Register
Perkara dan Keuangan Perkara secara Elekironik pada Pengadilan Agama
dan sudah dibuat dari bulan Januari sampai sekarang (pembinaan dan
pengawasan dilaksanakan), dan bila dibutuhkan data tersebut bisa di print
out atau soft copy dengan format pdt,

k. Regisler-register manual dan Jurnaljurnal manual yang ada di Pengadilan
Agama Jakarta Pusat sudah tidak diberlakukan lagi dan sudah dialihkan ke
register elektronik;

B. REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka kami merekomendasikan hal-hal
sebagai berikut:
1.Bidang Manajemen Peradilan
- Agar pimpinan melaksanakan program-program yang telah dibuat dengan
maksimal dan yang belum terlaksana dan belum berjalan dengan baik agar
dijalankan dengan penuh tanggund jawab dan berkesinambungan untuk
kemajuan dan keberhasilan Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
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2.Bidang Administrasi Perkara

2.1.Agar Pimpinan Pengadilan, lebih mengingatkan kembali kepada seluruh
Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita, Jurusita
Pengganti, dan staf yang terkait pengisian SIPP agar lebih bertanggung
jawab lagi, hari itu selesai melaksanakan kegiatanitugas hari itu juga
memasukkan/menginput data ke SIPP tanpa menunggu/tanpa menunda-
nunda, dan seluruh yang terlibat dalam penyelesaian perkara untuk lebih
teliti, cermat, rapi dan bertanggung jawab dalam penanganan perkara,
dari penerimaan perkara, pemeriksaan/persidangan, BAS, Putusan,
sampal minutasi. Kepada Panitera, Panitera Muda Gugatan dan Panitera
Muda Permchonan harus secara lebih aktif melakukan pengecekan
terhadap berkas perkara yang akan dibuatkan akta, juga dilihat
minutasinya harus sama dengan yang ada di SIPP, dan memeriksa e-
register, e-keuangan perkara, e-jurnal keuangan perkara (semua yang
ada di SIPP dipantau terus menerus) dan perkara-perkara yang diajukan
banding lebih diperhatikan secara terus menerus dan berkesinambungan
sesuai dengan aturan yang berlaku. Begitu juga Panitera Muda Hukum
untuk e-laporan agar terus dipantau dan disesuaikan dengan perkara
yang ada (riff);

2.2 Terhadap pengelolaan keuangan perkara dan keuangan DIPA, agar
diefektitkan pengawasan melekat dari atasan masing-masing bagian
secara langsung terhadap bawahan secara berjenjang (lihat SIFP);

3. Bidang Administrasi Persidangan

Agar Pimpinan, Hakim, Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti,

Jurusita, Jurusita Pengganti, bertanggung jawab penuh sesuai dengan

bidang tugasnya masing-masing, lebih teliti dan lebih hati-hati dalam

melaksanakan tugas, dan meningkatkan pengetahuannya sesuai dengan

bidang tugasnya masing-masing, dan melaksanakan tugas sesuai dengan
aturan yang berlaku;

e e

Laporan Hasil Pengawasan dan pembinzan Pengadilan Agarma Jakarta Pusat-2012(2) 44




4, Bidang Administrasi Umum
Kepada pejabat yang bertanggung jawab terhadap administrasi umum agar
melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, melaksanakan tugas
sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan setiap ada peraturan dan
perundang-undangan yang baru segera disosialisasikan dan diterapkan, bila
ada ketidakjelasan terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud,
segera koordinasikan ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta atau ke
Mahkamah Agung RI atau ke instransi terkait. Terkait dengan pembayaran
tunjangan kepada pegawai yang mengambil cuti besar yang telah dibayarkan,

k maka kepada pegawai tersebut segera mengembalikan ke Kas Negara.

5. Bidang Pelayanan Publik
Agar selalu dilengkapi semua fasilitas yang dibutuhkan terkait untuk
pelayanan masyarakat pencari keadilan, dengan menciptakan suasana
tenang (bisa diringi audio/musik instrumental) seperti yang sudah berjalan,
‘ harum, sejuk dan segar serta nyaman dalam ruang pelayanan publik, sesuai
dengan peraturan yang berlaku;

6. Bidang Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

- Agar semua user name (pengguna) yang bertanggung jawab terhadap
aplikasi SIPP, melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dan
memasukkan data secepatnya (tanpa menunggu waktu besok, hari ini
dikerjakan hari ini juga dimasukkan datanya ke SIPP), dan SIPP agar selalu
updafe agar bisa dilihat olen masyarakat pencari keadilan dalam
memperoleh informasi yang dibutuhkan, seiring dengan tingkat rasio
penanganan perkara SIPP PA Jakarta Pusat yang sudah mencapai 81,58%
(delapan puluh satu koma lima puluh delapan persen) naik dari pengawasan
monitoring SIPP bulan April 2019 lalu yang baru mencapai 51,11% (lima
puluh satu koma sebelas persen),
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, - Untuk laporan-laporan Keadaan Perkara Yang Dimohonkan Banding
(L1PA2), laporan Keadaan Perkara Yang Dimohonkan Kasasi (L1PA3),
’ laporan Keadaan Perkara Yang Dimohonkan PK (L1PA4), laporan
, Keadaan Perkara Yang Dimohonkan Eksekusi (L1PAS5), laporan Kegiatan
Hakim (L1PAG) dan Laporan Perkara Khusus PP Nomor 10 Tahun 1983 jo

PP Nomor 45 Tahun 1990 (L1PA9) yang, ke depan agar disesuaikan
dengan laporan keadaan perkara manual;

7. Bidang Implementasi Web Site dan Direktori Putusan

- Menu-menu (konfen-konten) yang seharusnya dilengkapi supaya
dilengkapi dan Menu (konten-konten) yang telah tersedia (sudah ada)
supaya diisi sesuai dengan peruntukannya;

- Untuk data Direktori Putusan MA atas putusan Pengadilan Agama Jakarta
Pusat yang sudah diupload sejumlah 13.992 perkara, sedangkan jumlah
putusan yang baru dipublish sejumlah 9.774 perkara, sehingga masih
tersisa 4.218 perkara untuk penyelesaiannya segera.

8. Bidang Implementasi 9 Aplikasi Unggulan Ditjen Badilag MA RI
Dari hasil pemeriksaan instrumen 9 (sembilan) aplikasi Unggulan Ditjen
Badilag MA RI, ternyata baru 7 (tujuh) aplikasi yang sudah digunakan,
sedangkan yang 2 (dua) aplikasi lagi belum digunakan, yaitu aplikasi Antrian
Sidang (belum digunakan karena file instalasi belum dibagikan aleh Badilag)
dan aplikasi e-Eksaminasi (belum digunakan karzna belum ada jadwal
eksaminasi yang ditentukan oleh Badilag). Dalam hal kedua instrumen

aplikasi itu sudah dikirim dari Badilag agar segera ditindaklanjuti dan
digunakan sebagaimana mestinya.

Semua temuan yang ada segera ditindak lanjuti dan diperbaiki dalam waktu
yang tidak terlalu lama, dan tidak mengulangi kesalahan.. Selanjutnya laksanakan

—— e
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tugas-tugas pokok dengan penuh tanggung jawab dan bersungguh-sungguh,

gy
I.'Dﬁ# dengan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang beriaku.
V Demikian laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan ini dibuat, untuk

menjadi maklum dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.
Jakarta, 14 November 201é

Tim Hakim Tinggi Pengawas dan Pembina Daerah di
Pengadilan Agama Jakarta Pusat

1. Drs. H. Musfizal Musa, S.H.,, M.H., Ketua : :
T
2. Sulhan, S.H., M.Hum,, Anggota: 2. ;Eﬁ‘
3. Bangbang Sri Pancala, M.H., Sekretariz : 3.
U o
4. Yulita Fitri Hartaty, S.E., Asisten: 4.
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